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PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TASILITASI PEN}tISUNAN
Rf,NCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS
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Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

d.

I.

2.

bahwa dalanr upaya percepatan pencapaian MI)GS telah disusun
suatu Roadnop Pencapaian N,tDGs, yang perlu diluaikan lebih lanjut
dalam suatu Recana Aksi Daerah;

bahwa agar- p€nyusunan Rencana Aksi Daerah tersebut dapat
dilakukan secara efektif dan efisien, maka Deputi BidarB SDN,I dan
Kcbudayaan pellu nlelakuklit Koor.dinasi dan Fasilitasi penlusunan
Rcncana Aksi Daerah Percepalau peflc;rpaian MDGS dellgan
nlelibatkarl scktor terkaii dengan perlcapaian MDCs;

bahwa beldasarkan pe imbangan seba.gaimata dimakud dalam
huruf a dan huruf b, pe|lu rllembentuk 'Ijn1 Koolditlasi fasilitasi
Penyusurlan Rcrlcarla Aksi Daerah I,ercepatan tencapaian l\,lDcs;

bahwa pejabat dan pegau,'ai yans namanya tercafltum dalan]
Llmpiran Keputusan ini dian&.ap nunlpu dal1 ntenrenuhi
persyaratan uniuk duduk dan uelaksanakan tugas sebagai anggota
Tim (oordinasi dafl Fasilitasi Penylisunan Rencafla Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian MDGs;

Undang-Ulda]rg Nomor l0 Taltun 2010 lertang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahul An garan 2011 (Lenrbaran
Negam Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126. Tambahan
Lerlrbal?n Negara Rcpublik hdonesia No[lor S167):

Keputusan Presidell Nontot 42 Tahun 2002 tertalg pelaksaflaan

Ahgaran Pefldapaian darl Belanja (Lenrbaren Negara Repulrlik
Indonesia Tahun 2002 Nornor. 73. Tambahan Lembamn Negar4
Republik Indonesia r-o11tor 4212) sebigainuna telah beberapa kali
diubah, terakhir derrgan Pelaturan Prlsiden Nonror 5S Taltun 20IO;

ia. Peratoran
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Nlenelapkan:

PERTAI'IA

3. Peraturan Presidelr Nomor 82 Tah$n 2OO7

Perencanaan Pembangunan Nasional;
tentanS Badan

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
C)rSanisasi Kenenteriafl NeSara

5. Peraturan Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Noftor
PER. OO4IM.PPN/o9 / 2007 lentarlg Pedoman pen)'usunan Rencalra
AnSSaran dan Biaya (RAB) KeSiatan Kemente.ian Negara Negara
PembanSunan Nasional/Badah Perencanaan Pembanguflah Nasioflal,
scbagaimana telah beb€rapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Perencaruan Penrbangunan Nasional/Kepala Badan
Percncanaan lembantunan Nasional Nomor 2 Tahun 20lO;

6. Peraturan Menteri Negara Pereflcanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.O05/M.PPN/ 10/2007 tentang Organisasi dan Tata Keia
Kementerian N*e8am Negara Pembangunan Nasional/Badan
Percncanaan Pembangunan;

MIMUTUSKiU\.^ :

Membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunah Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian MDGS yanS selanjutnya disebut Tim Koordinasi,
dengan susunan keanSgotaan sebaSaimana tercantunr dalaft Lanrpiran
Keputusafl ifli.

Tim Koordinasi terdiri atas Tim PenSarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah berlugas:

a. memberikan at?han dal^fi pelaksanaan koordinasi penyusunan

rencana aki daerah percepatan pelrcapaian MDGS;

b. memberikan 
^rahan 

dar lrlasukan kepada Tim Teknis men8enai
subst4nsi pen)'usunarl fencana aksi daerah percepatan pencapaian
MDGs;

c. rnenyampaikan laporan keSiatah koordinasi fasilitasi p€nyusunan

rencana aksi daerah percepatan pencapaian MDGS.

Tim Pelakana terdiri alas Ketua, Sekletaris, Kelompok Kerja (Pokja), dan
Tenaga Pendukun8.

KEPUTUSAN M}:NIIRI PERENCANAAN Pf,MBANGIJNAN
NASIONAL,/KXPALA BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
.ITNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TASILITASI PE},IYTJSUNAN

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS.

KEDTIA

KETIGA

KIE]\IIAT

KEI,IMA
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KELINIA

KIINAM

KTTUJUI I

KEDII,APAN:

KESEMBILAN

Ketua Tim Pelaksana bertugas:

a. membuatjadwal dan rcncatra kerja kegiatan Tim pelakana;

b. mengkoordinasikan substansi pada s€luruh kelompok kerja serta
berkoordinasi dengan instansi yant menjadi mitra kerianya;

c. bertanggung ja\Mab terhadap penyusunan laporan koordinasi.

Pokja bertugas:

a. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, d^i^ dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara
kepada pihak terkait;

b. merumuskan materi sosialisasidan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi
Daerah;

c. melakukan sosialisasi dan lasilitasi penfrsunan Rencana Aki Daerah
Percepatan Pencancapaian MDGS;

d. meflyusun Iapotan akhir Koordinasi fasilitasi penyusunan Rencana
Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs;

TenaSa Pendukung beftugas:

a. membantu pelakMnaan tugas Tim Koordilasi dalam menSumpulkul
bahan;

b. melaksanakan tugas'tugas lain yang ditugaskan oleh Tinl pelaksana.

Se&ala biaya yang diperlukan dalam rangka pelakMnaan tugas Tim
Koordinasi dibebankau kep^da An8€Jaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 201 1.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditet4pkan dan berlaku sunrt sejak
5 Januari 2Ol l.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal 17 Marct 201 I

PI]MIIANGT]NAN N SIONAL,/
uN^N NASroNAr, fif,

ARMIDA S. AI,ISJAHBANA

'[enlbusan
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
l. SesmeneS PPN/Sestama tlappenas
2. DirckturJenderal An88aran, Kenrcnterian Keuangan;
3. DirekturJenderal Perberdaharaan, Kementerian Keuangan;

4. Inspektur Utama, Bappcnas;
5, Kepala Biro Perencanaan, Oi8anisasi dan Tata laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pemboat Komitmen (PPK) Deputi BidanS SDM dan Kebudayan, Kementerian

PPN/ Bappenas;

8. Yant bersantkutan,



SUSUNAN KTANGGOTAAN

TtM KOORDINASI fAsILtTAsl PEI.IYUSUNAN

RENCANA AKSI DAXXAH PERCEPATAN PI,NCAPAIAN MDGS

Tim PenSarah

l. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris
MeranSkap
PenanSgung Jawab
KeSiatan

4. Ary8ota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

wakil Menteri PPN/wakil Kepala Bappenas.

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kemente an
PPN-/ 8a ppenas.

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Seketaris Utanu,
Bappenas;

2. Deputi BidanS Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
Llsaha Kecil dan MenenSah, Kementerian

PPN/ Bapp€ nas;

3. Deputi Bidan8 Sumber Daya AIam dan LinSkunSan

Hidup, Kementerian PPN/ Bappaenas;

4. Deputi BidanS Pendanaan Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidan8 Sarana dan Prasarana, Kementerian

PPN/ Bappenas;

6. Deputi Bidang Eko omi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Deputi BidanS Politik, Hukum Pertahanan dan

Keamanan, Kementeriah PPN/Bappenas;

8. Deputi BidanS Re8ional dan otonomi Daerah,

Kementerian PPN/Bappenas;

9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja PembanSunan'

Kemente an PPN/Bappenas;

10. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;

1 l. Deputi Sekrctads wakil Presiden BidanS Kesejahteraan

Rakyat;

12. Deputi BidanS Statistik sosial, BPS;

13. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah, Kementerian Pendidikan Nasiohal;

14. S€ki€taris Utama, BKKBN;

I5. Dircktur

LAMPIRAN
IGPUTUSAN MXN'TXRI PPN/ Kf,PALA BAPPf,NAS

NOMOR KnP. 33 /M.PPN/HK/O3/2O11
TANGCAL 17 MARET 2Ol1



li. TiIl1 ItlakMna
Ketua

15. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan, Ibu dan Analq
Kementerian Kesehatan.

Dircktur Kesehatall dan Cizi Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas.

Imam Subekti, MPS, MS.Sekretaris

Kelompok f€{a
a. Pokia I PenanSulanSan Kemisknan

1. Ketua : Direktur PenanSSulanSan Kenliskinan, Kementerian

PPN/BaPPenas.

2. Sekretaris : Kasubdit Pemetaan Peflduduk Miskir, KemenErian

PPN / Bappena.s.

3, AnSSota : 1. Dir€ktur TenaSa Keria dan Kesempatan Kerja,

Kemente anPPN/BaPPenas;

2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Direktur Otonomi Daeruh, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. KasuMit Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas;

5. Kasuhtit Kualitas Tena8a Kerja, Kementcrian

PPN/Bapp€nas;

6. Dra. [sti Nurhayati, MM;
7. Dra. Sri Rahayu, M.Ed
8. Drs. I Gde SuSihamretha, MPM;;
9. Benfly Azwir, ST, MMT;
1o. Dani Ramadan, s.Si, MHR.

4. TenaSa PerldukunS
1. Marliana Malik, S.Sos;

2. NoviNurasih, Amd;
3. Salwoto;
4. Sulaenun.

b. Pokja Il, Pendidikan dan Geflder

l. Ketua : Direktur A8anla dan Pendidikan, Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Sekretaris : Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed.

3. AnSSota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN /Rapqn s;

2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktu Alokasi Pendanaan PembanSunan,

Kemente an PPN/BaPPenas;

4. Drs. Mohamad sjuhdi Rasjid;

5. Ir. Destri
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5. Ir. Destri Handayani, ME;
6. Vivi Andriani, ST, M.Sc;

7. Ahmad Taufik, sT, M.Kom;
8. Fitriyah, SE, M.Sc, Ph.D;

9. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
I0. Setyo Hari Priyono, S.lP;

I l.Suprapto BudinuSroho, ST, M.En8;
12. Endan8 Sulastri, S.Sos;

13. Qurcta 'A)'un, S.Si.

4. TenaSa PendukunS :

l lGlihputro Fachriansyah, ST;

2. Erna Rosita;

3. Saniftan;
4. Samta.

c. Po\ia IIl, Kesehatan dan Gizi Masyarakat
l. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kemeflteriah

PPN/Bappenas.

2. S€kretaris : lmam Subekti, MPS, MS.

3. AnStota : 1. Direkiur Kelautan dan Peiikanan, Kem€nterian

PPN/ Bappenas;

2. Direktur PanSan dan Pertanian, Kementerian
PPN/Bapperus;

3. Direllur Percncanaa[ dan PenSembalgan Pendanaan,

Kementerian PPN/BaPPenas;

4. Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan Pembantunan,
Kementerian PPN/ BaPPenas;

5. Ir. Yosi DiahiTresra, MPM;
6. Sularsono, SP, ME;
7. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE;

8. Dewi Amila Solikha, SKMi
9. Ardhiartie, SK'lvt.

4. TenaSa PendukunS
1. Airi Harisani, SE;

2. Indah Erniawati, SE;

3. Sida)'u Ariteja, Sf,.

4. Edi Budi Utomo;
5. NurlailyAprilianti.

d. Pokja IV, Kelestarian dan Lingkutgan
l. Ketua : Direktur LinSkunSafl Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Seketaris : KasuMit PenSendalian Pencemaran dan Kerusakan

LinSkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

3. An8Sota : l. Direktur Pemukiman dan Perumahan, Kementerian

PPN / BaPPenas;

2. Direktur ...



2. Direktur Perencanaan dan PenSembanSan Pendanaan

PembanSunan, Kcnrenterian PPN/Bappenas;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan tnformatika,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur sumberdaya [neryi, Mineral dar].

Perta mbanSan, Kementerian PPN /Bappenas;

5. Direktu[ Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olah
Raga, Kementerian PPN/Bappenas;

6. K,asubdit laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Kementerian PPN/B4ppenas;

7. Iosubdit Kelembagaan dan lnformasi LirSkuflSan
Hidup. Kementenan PPN/Bappenas:

E. Ii?subdit Air. Baku, Irigasi dafl Rawa, Kementerian

PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Analisa Formulasi Kebijakan Pehdanaan

PembanSunan, Kementerian PPN/Bapp€nas;

10. K?subdit Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian
PPN/Bappenas;

I I . Aris Subiyono, SH .

4. Tenaga Pendukung:
l. Hendtiyanto;
2. Salamun;
3. Yadi.

tu,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

MENTf, RI PERI.NCANAANPIMBANG(INAN NASIONAI,/


